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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparasi dan akuntabilitas atas penyelesaian piutang negara berupa kredit macet pada Bank-bank pemerintah melalui kantor pelayanan melalui piutang dan lelang negara palembang. data yang digunakan dalam penulisan hasil penelatian ini adalah data primer dan data skunder yang diperoleh dengan melaksanakan wawancara langsung dengan para pelaksana / petugas kantor pelayanan piutang dan lelang negara palembang. teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptip kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa talah terdapat transparansi dan akuntabilitas penyelesaian piutang negara yang tercermin dari adanya peranan anggaran kantor pelayanan piutang dan lelang negara palembang dalam pengelolaan pengurusan piutang negara yang berdasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Kata kunci : Transparansi, akuntabilitas, Kredit Macet.
Abstract. The objective of this reseacrh is to observe how transparent and accountable in solving the non-performing credits on government banks in the office of Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Palembang. This research use primary data as well as secondary which are obtained through interviewed the officers of Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Palembang. Descriptive qualitative method is used to analyze data. From analysis, we conclude that the processes in Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Palembang are transparent and accountable based on the concept of value for money, and therefore it also forms the public accountability.
Keyword : transparance, accountability, non-performing credit.
Pendahuluan
Pada saat ini masyarakat maupun perusahaan telah dapat memperoleh pelayanan kredit pinjaman berupa uang secara mudah dari Bank-bank pemeritah maupun swasta. Kredit tersebut dapat diperoleh melalui lembaga keuangan perbankan. Pengertian kredit dalam arti ekonomi yaitu : mmperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan angsuran cicilan menurut perjanjian yang disepakati bersama. Berdasarkan persetujuan bersama antara yang meminjam dengan bank mewajibkan kepada pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan penambahan sejumlah bunga.
Suatu kredit akan mencapai fungsinya bagi debitur,kreditur dan masyarakat apabila secara sosial dan ekonomi akan membawa pengaruh yang lebih baik kepada mereka. Pengaruh yang lebih baik tersebut berupa sama-sama memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Bank adalah penghimpun dana dan juga sebagai pemberi kredit kepada perusahaan dan masyarakat. Bank memperoleh dana dari masyarakat dan menyalurkanya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat harus membayar kembali pinjaman tersebut kepada bank dengan angsuran cicilan setelah dibebani bunga bank. Namun pada kenyataannya tidak seluruh kredit tersebut dapat dibayar kembali oleh si peminjam, hal ini disebut kredit macet.

Terdapat prinsip pemberian kredit yang disebut dengan 5c yaitu: character yaitu sifat atau watak calon debitur, capability yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan kridit yang diterimanya dari bank, collateral yaitu jaminan yang diberikan debitur kepada bank baik berupa fisik maupun non fisik, dan condition yaitu kondisi ekonomi sekarang maupun masa yang akan datang dari debitur.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar keuntungan yang diperoleh bank beasal dari bunga bank atas dana yang disalurkan kepada debitur berupa kredit. Apabila terjadi kredit macet akan berakibat kepada merugikan bank yang secara otomatis akan merugikan pemerintah/ negara.


Dalam menyelesaikan kredit macet terdapat langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menyelesaikan secara intern antara bank dengan debitur.

b. Melimpahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jendral piutang dan lelang  negara (PUPN) yaitu kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas atas penyelesaian piutang  negara berupa kredit macet pada Bank-bank pemerintah melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) Palembang.
Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas atas penyelesaian piutang negara berupa kredit macet pada Bank-bank pemerintah melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) Palembang”?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas atas penyelesaian piutang negara berupa kredit macet pada Bank-bank pemerintah melalui KP2LN Palembang.
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu dengan cara memusatkan perhatian dengan intensif pada objek penelitian pada KP2LN Palembang. 

Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti dengan cara observasi dan wawancara. Data skunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang bersumber dari buku-buku pedoman, peraturan-peraturan, literatur-literatur dan sumber - sumber lain yang berkaitan untuk memdukung materi yang sedang dibahas. 

Teknis Analisis 
Teknis analisis yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis terhadap penerimaan piutang negara yang telah macet dari debitur yang menjadi tanggung jawab kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) palembang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik transparansi dan akuntabilitas atas penyelesaian negara berupa kredit macet pada bank-bank pemerintah melalui KP2LN palembang. Terutama dilihat dari efisiensi ekonomis dari kegiatan. 
Landasan Teori

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh data infomasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Akuntabilitas adalah pertanggungj jawaban kepada publik atas setiap aktifitas dilakukan oleh objek peneliti. Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai keuangan dan informasi lain yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan ( Mardiasmo : 2002:30).


Perkembangan sektor publik di indonesia sekarang ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik baik di pusat amupun daerah. Salah satu cara dan alat untuk terciptanya transparansi dan akuntanbilitas publik adalah melalui penyajian laporan yang komperehensif. 


Piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib di bayar pada negara atau badan-badan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu perjanjian dan pengaturan atau sebab apapun. 


Lelang negara adalah penjualan barang yang dilakukan oleh negara dimuka umum dengan penawaran yang semakin meningkat dan persetujuan harga yang semakin meningkat, atau dengan pendaftaran harga. Orang-orang yang di undang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran harga terhadap barang-barang yang dijual tersebut.


Akuntabilitas masyarakat bahwa pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandap yang diterimanya. Untuk itu perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo : 2002:29). Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dengan pengungkapan (disclosure) atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur yang bersangkutan (Hasibuan : 2006:115). Sedangkan menurut aturan kolektifbilitas bank indonesia, kredit macet dikategorikan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria kredit lancar, kurang lancar dan diragukan; atau dapat memenuhi kriteria kredit diragukan tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit ; atau penyelesaian kembali kredit yang bersangkutan setelah diserahkan kepada pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara, atau telah  diajukan pemerintah ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.


Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada bank-bank pemerintah adalah apabila kredit yang telah diberikan kepada debitur kepada kenyataanya debitur tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit. Kredit macet dapat terjadi berasal dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan faktor interen dari bank yang bersangkutan antara lain : bank tidak menilai usaha debitur secara cermat ; adanya faktor-faktor yang tidak aman mengakibatkan liabilitas bank menjadi tidak baik ; kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan ; dan permodalan tidak cukup.

Hubungan transparansi dan akuntabilitas atas penyelesaian piutang negara berupa kredit macet pada bank-bank pemerintah, saling terkait dimana dalam akuntabilitas dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan pemberi amanat kepada pelaksana amanat. Pertanggung jawaban yang tidak transparansi merupakan pertanggung jawaban yang tidak benar. Pelakasanaan amanat seharusnya terbuka dan bertanggung jawab kepada pemberi amanat,transparansi biasanya diucapkan atau dituliskan secara berpasangan kata yang erat kaitannya dengan keterbukaan atas akuntabilitas dari informasi tersebut.

Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet

Untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian kredit macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan kredit. Apabila kemacetan disebabkan faktor-faktor eksteren seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi mengadakan analisis penyebab tetapi perlu membantu debitur untuk segera memperoleh sejumlah penggantian dari perusahaan asuransi. Apabila kemacetan kredit disebabkab faktor interen karena sebab manajerial maka sepenuhnya memperhatikan kelancaran kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan secara seksama dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Apabila penyebab kredit macet berada pada kesalahan dari pihak bank yang melakukakn pembinaan dan pengawasan perlu ditekankan  kembali bahwa pembinaan harus dijalankan dengan baik, namun jika telah dilaksanakan dengan baik tetapi masih terjadi kesulitan keuangan maka perlu diteliti kembali sebab-sebab kemacetan kredit tersebut secara lebih mendalam. 


Cara-cara yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit macet perlu memperhatikan berat ringannya penyebab kemacetan tersebut. Jika kemacetan masih bisa diharapkan berjalan kembali maka bank tidak dapat memberikan bantua-bantuan berupa keringanan kepada debitur. Sebaliknya jika kredit sudah  tidak mungkin dilakukan perbaikan, maka pijak bank tidak dapat menempuh jalur hukum.

Cara- Cara Bank Melakukan Penyelesaian Kredit Macet

Cara-cara bank melakukan penyelesaian kredit macet ada 4 cara yaitu :

a. Keringanan bunga dan angsuran sudah dapat dipertimbangkan jika nasabah telah digolongkan standing B ( kredit tidak lancar ) disini faktor-faktor interen kesulitan keuangan perusahaan tidak terlampau berat sehingga manajemen bank  masih percaya akan kemampuan debitur untuk memperbaiki usahanya.

b. Bantuan injeksi kredit dapat dilakukan oleh bank kepada debitur, jika bank beranggapan prospek usaha nasabah masih baik untuk dikembangkan dan manajemen masih dapat dipercaya, atau dalam hal manajemen bank mengajukan persyaratan khusus misalnya manajemen lama perlu diganti atau didampingi oleh ahli yang ditunjuk oleh bank.

c. Penelesaian kredit melalui jalur hukum, cara ini merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang kreditnya mengalami kemacetan. Cara ini dilakukan apabila setelah melalui berabgai usaha seperti keringanan bunga, injeksi kredit dan lain sebagainya masih juga tidak dapat diselesaikan, maka bank menyelesaikan kredit macet ini melalui pengadilan negeri ditempat domisili bank dan debitur ( untuk bank-bank swasta ) atau menyerahkan kepada badan-badan resmi secara yuridis berhak menagih utang kredit misalnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (untuk bank-bank pemerintah). 

d. Penghapusan kredit ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak bank bila keadaan kredit macet masih terus berlarut-larut, walaupun telah dilakukan melalui jalur hukum. 
Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara terbentuk berdasarkan keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No.445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. sejarah terbentuknya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) tidak terlepas dari terbentuknya Panitia dan Lelang Negara. Secara resmi instansi ini dibentuk dengan nama Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dengan Keputusan menteri Pertama RI No.454 /MP 1961. instansi ini sudah bekerja dengan UU No.49 tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960. tugas panitia ini adalah menyelesaikan piutang-piutang negara, dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam peraturan penguasa ( dikarenakan negara dalam keadaan bahaya ) maka dilakukan penagihan piutang-piutang negara.
Struktur Organisasi Kp2ln

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara Palembang adalah Tipe A dengan susunan organisasi sebagai berikut: Kepala KP2LN membawahi 7 kepala Sub Bagian / Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Sub Bagian Umum, Seksi Piutang Negara , Seksi Pengelolaan Barang Jaminan, Seksi Informasi dan Hukum, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Dokumentasi dan potensi Lelang, dan Kelompok Jabatab Fungsional.

Prosedur Pengurusan Piutang Negara

Prosedur pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah sebagai berikut :

1. Penyerah piutang menyerahkan piutang macet kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ).
2. KP2LN meneliti piutang macet dan besarnya dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukungnya, selanjutnya diterbitkan surat penerimaan piutang negara.

3. KP2LN melaksanakan pemanggilan kepada debitur untuk diminta keterangan (wawancara).
4. Wawancara dengan debitur kooperatif dituangkan dalam pernyataan bersama, dan yang tidak kooperatif diterbitkan penetapan jumlah piutang negara.

5. Debitur / pemilik jaminan dapat mencairkan barang jaminan dengan seizin kepala KP2LN, pemaksaan untuk membayar utangnya dilakukan dengan surat paksa terhadap debitur yang tidak mematuhi pernyataan bersama/ penetapan jumlah piutang negara.

6. Sita dilaksanakan apabila surat paksa tidak diindahkan.

7. Eksekusi lelang terhadap barang jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir pengurusan piutang negara.

8. Hasil pengurusan piutang negara disetorkan kepada penyerah piutang, sedangkan biaya administrasi sebesar 10% disetor ke kas negara.

9. Pengusutan terhadap harta kekayaan lain dilakukan apabila barang jaminan habis dilelang namun belum lunas. Apabila tidak ditemukan harta lain, maka utnag debitur dinyatakan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih (PSBDT). 
10. terhadap diri debitur yang mampu tetapi tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dilakukan pencegahan untuk pergi ke luar negeri ataupun penyanderaan.

Penyelesaian Piutang Negara Berupa Kredit Macet Perbankkan Yang Dilimpahkan Kepada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara

Penelitian ini yang dilakukan selama tiga tahun yaitu tahun 2004, 2005 dan 2006 mengenai penyelesaian piutang negara berupa kredit macet perbankkan yang dilimpahkan kepada kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) palembang dapat dikemukakan pada tabel berikut yang realisasinya yaitu :
Tabel 1
Realisasi penerimaan pengurusan piutang perbankkan pada kantor pelayanan piutang dan lelang negara palembang 
	No
	Tahun
	Kredit Macet Dilimpahkan
	Kredit Macet Diselesaikan
	%
	Sisa Belum Diselesaikan

	1

2

3
	2004

2005

2006
	514

765

1.088
	61

74

81
	7,87

9,67

7,44
	453

691

1.007


           Sumber : seksi informasi KP2LN palembang
Tabel 2

Realisasi penerimaan pengurusan piutang perbankkan pada kantor pelayanan piutang dan lelang negara palembang ( dalam jumlah uang  / ribuan rupiah )

	No
	Tahun
	Kredit Macet Dilimpahkan
	Kredit Macet Diselesaikan
	%
	Sisa Belum 
Diselesaikan

	1
2

3
	2004
2005

2006
	117.427.934
194.299.145

324.209.627
	13.936.000
18.794.950

24.136.930
	11,87
9,67

7,44
	103.491.934
175.504.195

300.072.697


           Sumber : seksi informasi KP2LN palembang 
Analisis Dan Pembahasan

Analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai masalah transparan dan akuntabilitas atas penyelesaian piutang negara berupa kredit macet pada bank-bank pemerintah melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara palembang dalam tahun 2004,2005 dan 2006 mengenai realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran yaitu :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Piutang Negara untuk Mengetahui Kinerja dalam Peyelesaian Piutang Negara

Hasil penyelesaian piutang negara yang berhasil dicapai kantor pelayanan piutang dan lelang negara palembang dapat dikemukakan pada tabel 3 berikut :

Tabel 3

Realisasi penerimaan piutang negara kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) palembang tahun 2004, 2005 dan 2006 ( ribuan rupiah )

	Tahun anggaran
	Rencana
	Realisasi
	Persentase

	2004
2005

2006
	22.212.304
37.239.845

52.064.128
	13.936.000
18.794.950

24.136.930
	62,74
50,47

46,36


                    Sumber : seksi informasi KP2LN palembang

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuam, misi, dan visi organisasi. Dari data diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi kecendrungan penurunan kinerja pada KP2LN palembang tiga tahun terakhir dilihat dari persentasenya. Akan tetapi dilihat dari jumlah rupiah yang berhasil diterima penyelesaiannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 4

Perbandingan realisasi penerimaan piutang negara dengan outstanding piutang negara pada kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) palembang tahun 2004,2005 dan 2006
	Tahun anggaran
	Outstanding
piutang
negara
	Realisasi penerimaan piutang negara
	persentae

	2004

2005

2006
	103.491.934

175.504.195

300.072.697
	13.936.000

18.794.950

24.136.930
	11,87

9,67

7,44


                    Sumber : diolah dari laporan triwulan KP2LN palembang
· 
Dari angka-angka pada tabel 4 diatas jika dilihat dari persentase perbandingan realisasi penerimaan piutang negara dengan outstanding piutang mengalami trend penurunan, akan tetapi apabila dilihat dari jumlah penerimaan piutang negara  mengalami kenaikan dalam jumlah rupiahnya. Usaha mengoptimalkan hasil pengelolaan piutang negara pada KP2LN palembang dalam rangka peningkatan akunbilitas, kinerja yang telah maupun yang akan dilakukan ternyata tidak terlepas dari masalah dan tantangan yang muncul dalam  mewujudkannya. 
Perbandingan Realisasi Pengeluaran Rutin Dengan Pendeluaran Untuk Pengurusan Piutang Negara Pada Kp2ln Palembang

Perbandingan realisasi pengeluaran rutin dengan pengeluaran untuk pengurusan  piutang negara selama tiga tahun anggaran dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 5
Anggaran dan realisasi pengeluaran rutin, anggaran dan realisasi pengeluaran piutang pada kantor piutang dan lelang negara palembang ( dalam ribuan rupiah)

                    Penyelenggara rutin                          pengurusan piutang negara
	Tahun 
	Rencana 
	Realisasi 
	%
	Rencana 
	Realisasi 
	%

	2004

2005

2006
	568.799

813.883

944.691
	549.540

670.745

510.050
	96,62

82,41

53,99
	195.859

180.176

256.797
	190.280

160.058

129.359
	97,15

88,83

50,37


Sumber : Laporan bendaharawan rutin KP2LN Palembang

Dari tabel 5 diatas tampak adanya trend peningkatan jumlah pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan rutin, sedangkan pengeluaran untuk penyelenggaraan piutang negara mengalami penurunan selama tiga tahun anggaran. Pengeluaran rutin mengalami kenaikan untuk tahun 2005 adalah Rp 670.745.000,-- Rp 549.540.000,-- Rp 121.205.000 sedangkan untuk tahun 2006 mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar Rp 670.745.000,-- Rp 510.050.000,--=Rp 160.695.000,- untuk realisasi pengeluaran pengurusan piutang negara mengalami penurunan secara terus menerus yaitu untuk tahun 2005 penurunan dari tahun 2004 yaitu Rp 190.280.000- Rp 160.058.000= Rp 30.222.000,- dan untuk tahun 2006 terhadap tahun 2005 menurun yaitu Rp 160.058.000 – Rp 129.359.000 = Rp 30.699.000. 

Apabila pengeluaran tersebut dibandingkan dengan rencana atau anggarannya maka pangeluaran rutin selalu mengalami penurunan, demikian pula untuk pengeluaran pengurusan piutang negara selalu mengalami penurunan. Dengan melihat realisasi pengeluaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pengurusan piutang negara telah dapat dikatakan telah memadai artinya telah dapat dikatakan cukup efisien, selain itu tidak pernah melampaui anggarannya. 
Perbandingan Realisasi Penerimaan Piutang Negara (Output) Dengan Realisasi Pengeluaran (Input) Pada Kp2ln Palembang

Perbandingan antara realisasi penerimaan piutang negara dengan realisasi pengeluaran pada KP2LN dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan piutang negara. Semakin besar output dibandingkan dengan input maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi dalam pengurusan piutang negara.


Untuk lebih jelas dapat dikemukakan angka-angka tersebut dalam tabel berikut ini : 

Tabel 6
Perbandingan realisasi penerimaan piutang negara dengan realisasi pengeluaran kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) palembang untuk tahun anggaran 2004,2005 dan 2006.

( dalam ribuan rupiah )

	Tahun anggaran 
	Penerimaan piutang
 ( output)
	Realisasi pengeluaran 
(input )
	%

	2004

2005

2006
	13.936.000

18.794.000

24.136.930
	739.820

830.803

639.904
	1.883,7

2.262,2

3.771,9


    Sumber : Laporan triwulan seksi IH dan laporan bendaharawan rutin KP2LN 


Dari tabel 6 diatas terlihat adanya kecenderungan hasil penerimaan piutang negara yang meningkat dari tahun ketahun, sedangkan realisasi pengeluaran meningkat pada tahu 2005 kemudian menurun kembali pada tahun 2006. apabila dilihat persentase output dibandingkan dengan inputnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam jumlah yang cukup signifikan. Untuk melihat tingakt efisiensi output dibandingkan input dapat dikatakan selalu terjadi efisiensi dari tahun ke tahun, dimana tahun 2005 lebih efisiensi dari tahun 2004, dan tahun 2006 lebih efisiensi dari tahun 2005.


 Apabila dilihat dari setiap jumlah yang dikeluarkan oleh KP2LN palembang akan didapatkan penerimaan piutang yaitu : untuk tahun 2004 diperoleh Rp 18,83, untuk tahun 2005 diperoleh Rp 22,62 dan untuk tahun 2006 diperoleh Rp 37,71. kesimpulan dapat dikatakan realisasi output dibandingkan dengan inputnya sangat efisien daru tahun ke tahun.
Analisis Hasil Kegiatan Pengurusan Piutang Negara

Hasil pengurusan piutang negara pada kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) palembang dapat dilihat dari kegiatan pengurusan piutang negara apakah produktivitas setiap tahun mengalami peningkatan atau penurunan. Kegiatan pengurusan piutang negara sebanyak 13 kegiatan yang dituangkan dalam tabel berikut dibawah ini.
Tabel 7
Kegiatan pengurusan piutang negara perbankkan pada KP2LN Palembang tahun anggaran 2004, 2005 dan 2006
	No 
	Kegiatan pengurusan piutang negara 
	2004
	2005
	2006

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
	Surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N)

Panggilan dan peringatan pengadilan

Pernyataan bersama 

Penetapan jumlah piutang negara/PJPN

Surat paksa (SP)

Berita acara penyampaian surat paksa 

Surat perintah penyitaan (SPP)

Surat acara penyitaan

Surat perintah penjualan barang sitaan (SPPBS)

Lelang 

Surat pernyataan piutang negara selesai (SPPNS)

Surat pernyataan piutang negara lunas (SPPNL)

Pernyataan piutang negara sementara belum dapat ditagih 
	514
1.066

22

600

690

567

160

248

119

295

61

18

367
	765
1.190

12

544

451

499

205

153

131

265

74

41

338
	1.088
2.204

41

1.039

727

889

280

286

267

151

81

70

438

	
	JUMLAH
	4.687
	4.668
	7.561


Sumber : laporan bulanan dan triwulan KP2LN Palembang

Dari data diatas terlihat bahwa hampir setiap tahapan proses pengurusan piutang negara untuk tahun 2005 adalah tahun yang produktivitasnya paling rendah dari tahun 2004 dan 2006, sedangkan untuk tahun 2006 merupakan tahun yang produktivitasnya paling tinggi.


Piutang negara ditetapkan sebagai piutang negara sementara belum dapat ditagih adalah merupakan sisa piutang negara yang penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya, barang jaminan tidak ada atau telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau masalah yang sulit untuk doselesaikan. Terdapat berkas kasus piutang negara ( BKPN) telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai PSBDT tetapi belum dilakukan berhubung BKPN tersebut hilang atau belum ditemukan. Padahal BKPN tersebut sebagai dasar untuk mengusulkan pengahapusan pada buku piutang oleh penyerah piutang. Bagi Kp2LN penetapan PSBDT dapat dilakukan untuk sementara dikeluarkan dari daftar outstanding sehingga dapat menurunkan tingakt outstanding. 

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan 

1. Realisasi pengeluaran pada KP2LN palembang yang digunakan untuk menghasikan penerimaan piutang negara yang macet selama tiga tahun, cenderung menurun. Demikian juga apabila dilihat dari sisi ke ekonomisan KP2LN palembang telah mengelola piutang negara secara baik yang terlihat dari realisasi pengeluaran selam tiga tahun tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

2. Hasil kegiatan pengelolaan piutang negr berupa produk hukum sesuai dengan tahap pengurusannya telah menunjukkan kinerja yang baik, dimana tidak terdapat adanya pluatif yang besar perbedaan kegiatan selama tiga tahun terakhir. Namun masih terdapat pengurusan piutang negara yang masuh perlu ditingkatkan terutama proses pembuatan pernyataan bersama (PB) dan penetapan pernyataan piutang negara belum dapat ditagih ( PNBDT). 

3. Pencapaian sikap akan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian piutang negara kepada bank-bank pemerintah telah terlaksana dengan baik, terlihat dari telah berperannya anggaran dari KP2LN dalam pengelolaan pengurusan negara berdasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik. 

Saran-saran

1. Untuk mengurangi outstanding piutang negara, KP2LN palembang perlu mengeluarkan berkas kasus piutang negara (BKPN) dari dalam daftar pengelolaan piutang negara, dengan cara menginventarisasikan BKPN yang telah habis jaminannya untuk segera diterbitkannya surat pernyataan piutang negara sementara belum dapat ditagih ( PSBDT) 

2. Untuk menertibkan penatausahaan berkas kasus piutang negara (BKPN) perlu dilakukan penata usahaan ulang, dengan memberikan tanggung jawab penuh kepada seksi informasi dan hukum yang berwenang bertugas sebagai penyimpan  BKPN secara profesional. Kredit macet yang ditanda tangani KP2LN palembang adalah kredit yang bermasalah, maka kepada setiap individu pemegang berkas mempunyai peran penting terhadap keberhasilan piutang tertagih atas piutang macet tersebut.

3. Karyawan yang benar-benar dapat berprestasi dalam peningaktan penyelesaian penerimaan piutang negara macet, agar dapat diberikan suatu promosi jabatan atau pemberian intensif sebagai penghargaan kepada mereka sehingga selalu dapat meningkatkan tugasnya dengan baik. Demikian juga kepada karyawan yang menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki agar diberikan sanksi atau hukuman secara tegas, sehingga mereka takut melakukannya.
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